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Abstract 
In terms of the provision of land for the public interest was formed the Committee for Land 
Procurement (P2T) based on the number of Presidential Decree No. 55 of 1993, with one of the 
principle is not looking for profit. Based on that, the Governor of Maluku made a decree on the city 
of Ambon in the decree for the construction of a common or garden Burial Tombs common (TPU). 
Because of thesituation/circumstances of the civil emergency in the province of Maluku, at the 
discretion of the Mayor of Ambon city as the Executive ruler of the elements of the civil emergency, 
delegated various tasks to the team's who had the responsibility to carry out the release of P2T land 
rights.But later in the day, a problem occurs that is alleged to have elements of criminal acts of 
corruption in the procurement of land for the public interest with respect to the construction of 
TPU. While all of the procedures and the mechanism of release of land rights has been carried out 
in accordance with Presidential Decree No. 55 no 1993. This is because the Government cannot 
took over the land purchase benefits.Therefore there needs to be re-construction (reconstruction) of 
losses the country associated with the procurement of land for the public interest. 
 
Kata kunci: Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah 
 
 
Pendahuluan 
Tidak ada pembangunan tanpa tanah. Ji- 
ka tidak tersedia tanah yang cukup untuk pem- 
bangunan, maka usaha-usaha pembangunan 
akan macet.
1
 Salah satu cara untuk memenuhi 
kebutuhan akan tanah guna melaksanakan 
pembangunan adalah dengan pengadaan tanah. 
Pada prakteknya, masalah tersebut ditempuh 
Negara ketika perbuatan hukum keperdataan 
mengalami kebuntuan. Tindakan Negara untuk 
memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan 
pembangunan khususnya bagi kepentingan 
umum dengan cara pengadaan tanah. Pada 
prinsipnya dilakukan dengan musyawarah an- 
tara pihak yang memerlukan tanah dan peme- 
gang hak atas tanah yang diperlukan untuk ke- 
giatan pembangunan.
2
 
Secara konstitusional, dasar pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum oleh pemerin- 
tah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
bahwa semua tanah yang berada di wilayah 
Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan 
negara dapat menetapkan bidang-bidang tanah 
tersebut untuk dipunyai dan dimiliki oleh war- 
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Pertama, hal. 280 
ga negaranya dengan sesuatu hak. Pemberian 
hak oleh negara kepada warga negaranya dite- 
tapkan dalam suatu penetapan pemerintah 
(beschikking) suatu bukti hukum bagi rakyat 
yang bersangkutan adalah pemilik tanah, dan 
karena itu berhak mendapat perlindungan.
3
 
Berkaitan dengan hal diatas maka peme- 
rintah dalam melaksanakan pembangunan 
mempunyai kewajiban untuk menyediakan ta- 
nah yang diperlukan untuk pembangunan. Di- 
kenal (3) macam status tanah, yaitu: Tanah 
Negara adalah tanah yang langsung dikuasai 
oleh Negara. Selanjutnya tanah hak adalah ta- 
nah yang dipunyai oleh perorangan atau badan 
hukum, artinya sudah terdapat hubungan hu- 
kum yang konkrit antara subjek tertentu de- 
ngan tanahnya. Terakhir tanah ulayat adalah 
tanah dalam penguasaan suatu masyarakat hu- 
kum adat. Jelaslah bahwa pemerintah dalam 
menyediakan tanah untuk pembangunan me- 
ngambil tanah yang berasal dari tanah Negara 
yang tidak dikuasai oleh rakyat bagi kepenti- 
ngan pembangunan. Namun pemerintah tidak 
mampu menyediakan tanah untuk memenuhi 
semua kebutuhan pembangunan sehingga ba- 
nyak proyek pembangunan yang dilakukan ha- 
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rus mengambil tanah rakyat. 
Dalam rangka melindungi hak-hak rak- 
yat dari penguasa, dengan bersumber pada 
UUPA Nomor 5 tahun 1960 dibuat perangkat 
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 
bagaimana penguasa dapat menguasai tanah 
yang diperlukan apabila tanah tersebut dikua- 
sai rakyat. Ketentuan-ketentuan itu adalah ke- 
tentuan-ketentuan tentang pembebasan atau 
pelepasan hak atas tanah. 
Jika penguasa ataupun pengusaha serta 
kalangan bisnis memerlukan tanah untuk ke- 
perluan apapun, maka pada asasnya cara untuk 
memperoleh yang diperlukan untuk melaksa- 
nakan pembangunan harus melalui jalan mu- 
syawarah antara pihak yang memerlukan tanah 
dengan pemegang hak atas tanah hingga dica- 
pai suatu kesepakatan antara kedua belah pi- 
hak. Namun dari sekian banyaknya masalah 
tanah yang terjadi, yang paling sering dirasa- 
kan oleh masyarakat adalah masalah pembeba- 
san tanah atau pelepasan tanah khususnya un- 
tuk kepentingan pembangunan. Dan biasanya, 
jika ditelusuri masalahnya berkisar pada masa- 
lah ketidak sepakatan antara para pihak dalam 
menentukan besarnya ganti kekerugianan. 
 
Permasalahan 
1. Bagaimana tanggungjawab hukum panitia 
pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum? 
2. Apakah pengadaan tanah untuk kepenti- 
ngan umum dapat dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana korupsi? 
 
Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum 
panitia pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum. 
2. Untuk mengetahui apakah pengadaan ta- 
nah untuk kepentingan umum dapat dikua- 
lifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 
 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
Dalam hal pengadaan tanah untuk ke- 
pentingan umum dalam praktek pelaksanaan 
secara khusus di daerah gunung nona dan se- 
kitarnya (kota Ambon provinsi Maluku) khu- 
susnya dalam hal pengadaan tanah untuk ke- 
pentingan perkuburan umum (TPU) proses dan 
tata cara pelepasan tanah sudah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 
tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum. Di 
kemudian hari terjadi masalah yang diduga 
telah terjadi penyimpangan atas pengadaan ta- 
nah untuk lokasi TPU. Terjadinya dugaan pe- 
nyimpangan atas pengadaan tanah untuk lokasi 
TPU bermula pada saat pemerintah kota me- 
ngajukan pengadaan tanah untuk TPU kepada 
DPRD perihal “Pengadaan Tanah Untuk Per- 
kuburan Umum dan Ganti Kerugian Tanah 
Pasar Passo” yang dikeluarkan oleh Walikota. 
Bahwa tanah TPU di Kelurahan Benteng yang 
sudah tidak mungkin lagi untuk pemakaman 
jenazah pada waktu-waktu mendatang. Maka 
Pemerintah bermaksud untuk membeli tanah 
milik rakyat yang telah bersertifikat maupun 
yang masih berstatus tanah negara-tanah adat 
yang belum dikonversi menjadi suatu hak se- 
bagaimana diatur di dalam UUPA. 
Berdasarkan hal tersebut diatas dibentuk 
Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum kota berdasarkan Surat Keputusan Gu- 
bernur dengan susunan kepanitiaan sesuai SK 
Gubernur yang terdiri dari Ketua; Walikota ex- 
officio, Wakil Walikota; Kepala Kantor Perta- 
nahan Kota, Sekretaris; Asisten 1 Tata Peme- 
rintahan Sekretariat Kota, Wakil Sekretaris; 
Kepala Seksi hak-hak Atas Tanah pada Kantor 
Pertanahan Kota, Anggota; Perwakilan Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Kota, Kepala Dinas 
Pertanian Kota, Camat & Kepala Desa/Lurah 
lokasi lahan yang akan dibebaskan.
4
 
Dengan diterbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993 (Keppres Nomor 55/ 
1993) tentang pengadaan tanah bagi pelaksa- 
naan pembangunan untuk kepentingan umum 
maka pembangunan TPU saat itu tahun 2003 
masih berlaku Keppres Nomor 55/1993, maka 
semua pengambil alihan tanah untuk kepenti- 
ngan umum dilakukan berdasarkan peraturan 
ini, yang pelaksanaannya ditunjang dengan pe- 
raturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 (se- 
lanjutnya disebut PMNA/Ka BPN Nomor 1 
Tahun 1994). Berdasarkan ketentuan ini peme- 
rintah kotamadya mengajukan pengadaan ta- 
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nah untuk perkuburan umum, bahwa tanah 
perkuburan umum dikelurahan Benteng tidak 
mungkin lagi untuk pemakanan jenazah pada 
waktu-waktu mendatang, maka pemerintah ko- 
ta Ambon bermaksud untuk melakukan pem- 
bangunan kembali TPU tersebut dilokasi yang 
berbeda yaitu Gunung Nona dan sekitarnya.
5
 
Kemudian pemerintah bermaksud membeli ta- 
nah-tanah milik masyarakat baik yang bersta- 
tus bersertifikat dan masih berstatus tanah hak 
adat yang belum dikonversi menjadi suatu hak 
sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 Ta- 
hun 1960. Selanjutnya dikeluarkan “Permoho- 
nan penawaran pengadaan tanah tempat perku- 
buran (TPU) kota Ambon”. Oleh masyarakat 
desa yang berada disekitar batas-batas petua- 
nan desa lokasi yang akan dibangun TPU ter- 
sebut. 
Pada saat itu di kota terjadi keadaan da- 
rurat sipil di propinsi Maluku dan propinsi 
Maluku Utara. Selaku ketua, walikota ex-offi- 
cio yang didukung oleh DPRD Kota, ditetap- 
kan alokasi anggarannya dalam APBD peruba- 
han tahun 2003 untuk Pos Pengadaan tanah 
untuk TPU dengan proses dan tatacara seba- 
gaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 
55/1993. Selaku Walikota dan unsur pelaksana 
darurat sipil di kota mengumumkan berkali- 
kali di berbagai media masa (cetak dan elek- 
tronik) tentang rencana pemerintah melakukan 
pengadaan tanah untuk membangun TPU hal 
ini dilakukan dengan tujuan: “agar masyarakat 
mengetahui bahwa pemerintah sedang memi- 
kirkan kepentingan masyarakat, agar masyara- 
kat yang memiliki tanah seluas 5 Ha dapat me- 
ngajukan penawaran kepada pemerintah kota. 
Pada akhirnya ada pemilik tanah yang menga- 
jukan penawaran tanahnya kemudian Panitia 
Pengadaan Tanah (P2T) melakukan peninjau- 
an di lapangan dengan mengadakan penelitian 
dan pengecekan atas status penguasaan tanah 
yang dimiliki oleh masyarakat. Setelah diada- 
kan proses pelepasan tanah yang dilakukan de- 
ngan cara musyawarah dan ganti kerugian ta- 
nah masyarakat yang melepaskan tanahnya un- 
taan kesepakatan surat pernyataan pelepasan 
hak. Berita acara penyaksian pelepasan hak 
dan berita acara penyaksian pembayaran ganti 
kerugian, maka berdasarkan dokumen yang 
berisikan harga beli tanah yang disepakati, se- 
laku ketua P2T, ex-officio menandatangani da- 
ri seluruh proses pengadaan tanah diselesaikan 
pada tahap selanjutnya, termasuk pembayaran 
ganti kerugian kepada pemilik tanah dan bia- 
ya-biaya lain serta pajak, yang keseluruhannya 
dari anggaran yang disediakan dalam APBD 
Kota tahun 2003.
6
 
Tahun 2013 terjadi klaim dari masyara- 
kat adat yang menyatakan bahwa tanah yang 
dilepaskan untuk pembangunan TPU kepada 
P2T merupakan bagian dari sengketa perdata 
yang terjadi antara kedua masyarakat adat 
yang ada disekitar lokasi pembangunan TPU. 
Namun berdasarkan Surat Ketua Pengadilan 
Negeri Nomor W18.D.AB.HT.04.10.128 peri- 
hal; “mohon penjelasan hukum, menyatakan 
bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 3168K/Pdt,1990” tersebut 
(i) tidak dapat dieksekusi karena diktum putu- 
san tidak ada yang bersifat comdemnatoir (hu- 
kuman) hanya bersifat konstitutif dan declara- 
toir, dan menyatakan anggota masyarakat yang 
melepaskan tanahnya untuk pembangunan 
TPU kepada P2T adalah bukan pihak terhadap 
sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara 
kedua masyarakat adat tersebut. 
Berdasarkan paparan penjelasan diatas 
maka selaku ketua P2T ex-officio dan wakil 
ketua P2T oleh penyidik propinsi diperiksa se- 
bagai tersangka dalam perkara dugaan tindak 
pidana korupsi pengadaan tanah untuk TPU. 
Dengan alasan bahwa pemerintah kota tidak 
bisa mengambil manfaat atas pembelian tanah 
tersebut, karena tanah tersebut belum tercatat 
sebagai asset daerah dan proyek pembangunan 
TPU belum terlaksana. 
Dalam memenuhi kebutuhan tanah untuk 
pembangunan semula dikenal adanya pembe- 
basan tanah untuk keperluan pemerintah
7
 dan 
tuk pembangunan TPU Gunung Nona. Seluruh    
tahapan proses teknis pengadaan tanah dilak- 
sanakan sampai selesai, dengan menyerahkan 
dokumen-dokumen yang telah disepekati anta- 
ra P2T dan pemilik tanah berupa surat pernya- 
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pembebasan tanah untuk keperluan swasta, 
8
 
yang pada dasarnya sama-sama harus didasar- 
kan kepada ketentuan musyawarah, dan penga- 
wasan pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Se- 
lanjutnya dalam acara pembebasan tanah atau 
pelepasan tanah ditempuh jika suatu pihak 
yang bermaksud memperoleh dan menguasai 
sebidang tanah tertentu yang berstatus Hak 
Milik ataupun bekas Hak Milik Adat, sedang- 
kan ia sendiri tidak memenuhi syarat untuk da- 
pat menguasai tanah tersebut dan untuk meng- 
alihkan Hak Milik itu langsung kepadanya 
akan mengakibatkan berlakunya ketentuan pa- 
sal 26 ayat (2) UUPA, yaitu perbuatan hukum- 
nya batal demi hukum, tanahnya jatuh pada 
negara dan uang yang sudah dibayarkan tidak 
dapat dikembalikan. Dengan cara membebas- 
kan tanah milik Hak Milik tersebut, maka ta- 
nahnya kemudian menjadi tanah negara dan 
pihak yang membebaskan kemudian dapat me- 
ngajukan permohonan hak baru yang sesuai 
dengan peruntukan tanahnya. Acara pembeba- 
san tanah ini juga dilakukan bila suatu instansi 
pemerintah atau badan hukum kepunyaan ne- 
gara/swasta memerlukan areal tanah yang luas 
untuk usaha-usaha pembangunan terutama un- 
tuk kepentingan umum. 
 
Kepentingan Umum 
Kegiatan pembangunan untuk kepenti- 
ngan umum dibatasi dengan ketentuan yang 
pada prinsipnya membuat 3 unsur pokok, yai- 
tu; 
a) Merupakan kegiatan pembangunan yang 
dilakukan oleh pemerintah; 
b) Selanjutnya dimiliki oleh pemerintah; 
 
mengenai tata cara pengadaan tanah untuk keperluan 
proyek pembangunan di wilayah kecamatan. 
8 
Semula untuk swasta hanya dapat melakukan pembe- 
basan tanah secara langsung dengan pe-megang hak 
atas tanah. Kemudian atas dasar pertimbangan bahwa 
pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata menja- 
di beban pemerintah, dan untuk merangsang pihak 
swasta dalam pelaksanaan pembangunan, dipandang 
perlu adanya bantuan fasilitas dari pemerintah ber- 
bentuk jasa-jasa dalam pembebasan tanah rakyat un- 
tuk pembangunan proyek-proyek yang bersifat me- 
nunjang kepentingan umum atau termasuk dalam bi- 
dang pembangunan saran umum dan fasilitas-fasilitas 
sosial. Maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri nomor 2 tahun 1976 tentang Penggunaan 
Acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan peme- 
rintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta. 
c) Serta tidak digunakan untuk mencari keun- 
tungan. 
Maria S.W. Soemardjono berpendapat 
bahwa pengertian kepentingan umum dalam 
pasal 5 angka 1 Keppres 55/1993 tersebut me- 
nganut pendekatan yang sempit dengan mem- 
berikan definisi yang ketat tentang kepenti- 
ngan umum, diikuti dengan 14 contoh kegiatan 
yang tidak membuka penafsiran lebih lanjut.
9
 
Penafsiran yang ketat tersebut diharapkan da- 
pat memberikan keadilan dan kepastian hu- 
kum, karena merugikan para pemegang hak.
10
 
Berdasarkan hal tersebut diatas pengada- 
an tanah untuk perkuburan umum dilokasi Gu- 
nung Nona dan sekitarnya dapat dikategorikan 
sebagai bentuk kegiatan pembangunan yang 
memenuhi 3 unsur pokok tersebut diatas. Oleh 
karenanya kepentingan umum dapat didefinisi- 
kan sebagai kepentingan yang menyangkut ha- 
jat orang banyak, berfungsi melayani dan me- 
menuhi kebutuhan masyarakat dimana hal-hal 
mengenai fungsi, kontrol, tarif, pembagian ke- 
untungan dan kepemilikannya diatur dengan 
peraturan daerah dan DPRD yang bersangku- 
tan dengan bermanfaat bagi masyarakat sesuai 
dengan proses sebagaimana semestinya de- 
ngan berpatokan pada rencana tata ruang yang 
telah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Selain itu melalui proses musyawarah bersama 
masyarakat untuk membahas berbagai dampak 
positif dan negatif yang mungkin timbul akibat 
pembangunan tersebut dapat dicari solusi upa- 
ya pendekatan dengan berbagai pihak yang ter- 
kait. Pemilihan lokasi Gunung Nona tentunya 
telah melalui pengkajian teknis, ekonomi, so- 
sial budaya yang menyimpulkan bahwa pem- 
bangunan itu memang harus ditempatkan pada 
lokasi tersebut dan tidak ada lokasi lain yang 
memadai. 
 
9 Maria S.W. Sumardjono, “Tinjauan Yuridis Keppres 
No. 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 
dan pelaksanaannya”, makalah disampaikan pada se- 
minar nasional “Pengadaan tanah untuk pembangu- 
nan” (Konsep hukum, permasalahan dan kebijaksa- 
naan dalam penecahannya), 3 Desember 1994. 
10 Maria S.W. Sumardjono, “Aspek kepentingan umum 
dalam kaitannya dengan pengadaan tanah”, makalah 
disampaikan dalam seminar “Aspek kepentingan 
umum dan ganti kerugian dalam kaitannya dengan 
penggunaan tanah”, diselenggarakan oleh mahasiswa 
Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 28 September 
1991. Dikutip dari Arie S. Hutagalung, SH.MLI “Te- 
baran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah” 
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 
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Tugas dan Kewenangan Panitia Pengadaan 
Tanah 
Dalam melaksanakan tugasnya P2T ber- 
pedoman pada ketentuan yang diatur di dalam 
Keppres Nomor 55/1993, diantaranya; 
a) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti 
kerugian atas tanah yang hak atasnya akan 
dilepaskan atau diserahkan; 
b) Memberikan penjelasan atau penyuluhan 
kepada pemegang hak atas tanah menge- 
nai rencana dan tujuan pengadaan tanah 
tersebut; 
c) Mengadakan musyawarah dengan peme- 
gang hak atas tanah dan Instansi pemerin- 
tah yang memerlukan tanah dalam rangka 
menetapkan bentuk dan/atau besarnya 
ganti kerugian. 
Selain itu, bertugas juga; a) mengadakan 
survai dasar, survai sosial ekonomi dan inven- 
tarisasi dalam rangka kegiatan pengadaan ta- 
nah; b) membuat rencana kerja pengadaan ta- 
nah, pemukiman kembali dan pembinaan (RK- 
PTKP); c) memberikan laporan tertulis bula- 
nan mengenai pelaksanaan RK-PTKP kepada 
Bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II 
melalui panitia pengawas pengadaan tanah; d) 
mengadakan penyuluhan dan konsultasi kepa- 
da masyarakat yang terkena pembangunan me- 
ngenai rencana dan tujuan pengadaan tanah; e) 
menyiapkan dan menandatangani berita acara 
mengenai bentuk dan besarnya kompensasi; f) 
menyiapkan dan menandatangani berita acara 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; g) 
menyiapkan berkas dokumen pengadaan tanah 
untuk setiap bidang tanah untuk diserahkan ke- 
pada pihak yang memerlukan tanah untuk ke- 
perluan permohonan dan pendaftaran hak; h) 
melakukan dan memonitor kegiatan pemuki- 
man kembali dan pembinaan; i) melakukan 
konsultasi kepada panitia pengawas pengadaan 
tanah dalam 1 x 1 minggu. 
Berakhirnya tugas dan kewenangan P2T 
setelah terjadi pelepasan hak dan pembebasan 
atau penyerahan hak dari pemegang hak atas 
tanah dengan pemberian ganti kerugian. Ke- 
mudian dilanjutkan dengan membuat berita 
acara ganti kerugian dengan saksi-saksi dan 
juga saksi dalam hal ini anggota dari panitia 
pengadaan tanah. Itu selesai, kemudian dilan- 
nah untuk melakukan penguasaan dan pemeli- 
haraan tanah yang telah diganti kerugian. De- 
ngan demikian kewenangan P2T kota propinsi 
Maluku sudah melaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor 
55/1993 artinya tanggung jawab P2T sampai 
pada pelepasan dan penyerahan hak atas tanah 
kepada instansi yang memerlukan tanah. 
 
Merugikan Keuangan Negara 
Jika dikaitkan dengan Undang-Undang 
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberanta- 
san tindak pidana korupsi jo Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 
1999 tentang pemberatasan tindak pidana ko- 
rupsi yang dimaksud setiap orang adalah pega- 
wai negeri atau penyelenggara negara. Menu- 
rut pendapat R. Wiyono merugikan adalah sa- 
ma artinya dengan menjadi kerugian atau men- 
jadi berkurang, sehingga dengan demikian 
yang dimaksudkan dengan unsur merugikan 
keuangan negara adalah sama artinya dengan 
menjadi kerugiannya keuangan negara atau 
berkurangnya keuangan negara.
11
 Dengan de- 
mikian kerugian keuangan negara adalah selu- 
ruh kekayaan negara dalam bentuk apapun 
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan 
termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan 
negara dan segala hak dan kewajiban yang 
timbul karena: a) berada dalam penguasaan, 
pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat 
lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di 
daerah; b) berada dalam penguasaan, penguru- 
san dan pertanggungjawaban badan usaha mi- 
lik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, 
badan hukum dan perusahaan yang menyerta- 
kan modal negara, atau perusahaan yang me- 
nyertakan modal pihak ketiga berdasarkan per- 
janjian dengan negara. 
Keterkaitan tanggung jawab P2T selaku 
ketua walikota ex-officio pada pengadaan ta- 
nah untuk TPU yang terletak di daerah Gu- 
nung Nona dan sekitarnya, jika dikaitkan de- 
ngan tindak pidana korupsi penulis berpenda- 
pat dikembalikan kepada pertanggungjawaban 
pidana secara umum, bahwa pertanggungjawa- 
ban pidana itu bersifat individual. Korelasi de- 
ngan asas dalam hukum pidana Geen Straf 
jutkan dengan diserahkan kepada instansi yang    
memerlukan tanah. Setelah itu tanggung jawab 
beralih kepada instansi yang memerlukan ta- 
11 
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang RI Pem- 
berantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005, hal. 38. 
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Zonden Schuld, bahwa tiada pidana tanpa ke- 
salahan dengan pembuktian dapat dilihat siapa 
diantara P2T ini yang sebetulnya memiliki/si- 
kap batin jahat atau mens rea yang menentu- 
kan sehingga terjadi penyimpangan. Apakah 
dalam mekanisme pelaporan atau pendataan 
yang seharusnya dilakukan dalam bentuk tang- 
gung jawab kepanitiaan (pertanggungjawaban 
kolektif). Jika keanggotaan melakukan perbua- 
tan melawan hukum maka walikota sebagai 
kepala daerah ex-officio ketua panitia. Maka 
ketua panitia jika sudah menentukan orang ter- 
tentu untuk melakukan telaah penelitian tadi, 
maka orang itulah yang seharusnya juga mem- 
berikan laporan pertanggungjawaban sebagai- 
mana mestinya. Bukan kepala daerah yang 
memberikan pertanggungjawaban. Karena itu 
menyangkut motif maka hal tersebut berkaitan 
dengan psikologis dan harus dikaitkan dengan 
persoalan-persoalan apakah dia nantinya akan 
diuntungkan dengan terjadinya suatu tindak pi- 
dana tersebut. Jadi kalau tanpa motif itu, sulit 
untuk menduga dalam diri si pelaku ada niat 
atau mens rea tadi. Karena mes rea ini sangat 
abstrak ada dalam benak seseorang. Secara 
psikologis kita tidak bisa mengetahui apa yang 
terjadi di balik kepala seseorang. Tetapi kalau 
perbuatan itu terjadi dan terbukti dia memper- 
oleh keuntungan dari situ. Jadi motif itu sudah 
dibuahi menjadi suatu kehendak. Yang kemu- 
dian ditunaikan dalam suatu tindak pidana. 
Dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki 
motif, berupa kehendak yang ditunaikan dalam 
perbuatannya.
12
 
Dengan dikeluarkannya uang negara  
atau APBD propinsi untuk pengadaan tanah 
TPU kota maka tanggung jawab untuk mela- 
kukan evaluasi atau telaah dapat diartikan se- 
bagai bagian kelalaian dan tidak bisa dilimpah- 
kan begitu saja kepada ketua walikota ex- 
officio yang pada saat itu dalam situasi darurat 
sipil melaksanakan tugas sebagai unsur pelak- 
sanaan darurat sipil di kota maka pekerjaan- 
pekerjaan rutin administrasi kepemeritahan se- 
perti pekerjaan memimpin rapat-rapat P2T di 
delegasikan kepada panitia lainnya dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan ha- 
sil kerja P2T dikoordinasikan dengan wakil 
ketua dan panitia lainnya. Kemudian tanggung 
jawab pengawasannya untuk proyek pemba- 
 
12 
Hasil wawancara dengan informan Ahli Hukum Pi- 
dana, Jakarta 30 September 2013. 
ngunan TPU yang terbengkalai masih harus 
melalui waktu yang cukup panjang dengan 
adanya keterbatasan waktu yang sudah diteri- 
ma sebelumnya dari tim yang ditunjuk itu ten- 
tunya ketua walikota ex-officio tidak bisa begi- 
tu saja dipersalahkan atas kelalaian kepala dae- 
rah yang ada padanya. 
Terkait dengan pertanggung jawaban pi- 
dana apakah dengan kelalaian yang dilakukan 
oleh anggota P2T Kotamadya apakah bisa di- 
pertanggung jawabkan kepada ketua walikota 
ex-officio jika dikaitkan dengan pasal 55 
KUHP, untuk itu terkait pasal ini harus dinya- 
takan dahulu apakah betul tindak pidana itu te- 
lah terjadi : siapa pelaku, apa bentuk kesala- 
hannya barulah dapat menentukan apakah P2T 
bersama ketua panitia turut serta melakukan 
sebab tentunya tidak bisa dengan gegabah me- 
nyatakan bahwa terjadi turut serta melakukan 
oleh sebab itu harus dilihat dahulu sikap batin- 
nya apakah memang ada sikap batin jahat pada 
pelaku maupun yang turut serta melakukan itu, 
sikap batin jahat itu kalau ditinjau dari hukum 
pidana harus ada motif. Dengan adanya motif 
yang ada pada diri pelaku kemudian menim- 
bulkan rangsangan motif disini apakah dapat 
dikatakan sebagai kelalaian. Tentunya harus 
dibedakan antara motif dan kelalaian kalau itu 
berupa kelalaian (culpa) tentunya tidak bisa di- 
persamakan dengan dolus atau kesengajaan 
dalam berbagai bentuknya. Kalau itu berupa 
kelalaian saja tidak bisa dikatakan bahwa ke- 
tua walikota ex-officio mempunyai kehendak 
sampai terjadinya akibat suatu motif yang di- 
buai oleh perbuatannya. Selain itu cara penera- 
pan tanggung jawab pidana dalam jabatan ha- 
rus ditelaah dahulu pertanggung jawabannya 
dalam arti apakah terbentuk adanya kehendak 
atau melalaikan dengan sengaja atau ada ala- 
san pembenaran dalam melakukan tindakan 
yang bersangkutan, oleh karena itu berkaitan 
dengan pasal 55 KUHP tentunya harus dilihat 
sebagai satu kesatuan yang utuh sebab disitu- 
lah akan dilihat bagaimana kehendak, bagai- 
mana kerjasama tersebut terjadi dan bagaima- 
na kesadaran masing-masing pihak baik seba- 
gai pelaku maupun turut serta melakukan. 
Akan tetapi jika hanya salah satu yang terkena 
dalam artian yang turut serta melakukan ter- 
nyata tidak memiliki kehendak atau sikap batin 
jahat.Tentunya tidak bisa menyeret begitu saja 
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dalam hal turut serta melakukan perbuatan ter- 
sebut. 
Timbul pertanyaan apabila ternyata tin- 
dak pidananya tidak terbukti apakah yang turut 
serta melakukan perbuatan ini tetap bisa di pi- 
dana atau apabila turut serta perbuatan ini ti- 
dak di pidana apakah yang melakukan juga ti- 
dak harus di pidana? dalam hal demikian ber- 
arti pelakunya tidak bisa dikaitkan dengan pe- 
nyertaan tindak pidana sebab yang melakukan 
hanya satu karena, yang diduga turut serta me- 
lakukan ketika diperiksa kesalahannya tidak 
terbukti maka tentunya tidak bisa menyeret 
yang bersangkutan begitu saja untuk masuk 
dalam tindak pidana. Jika dikaitkan dengan 
prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum yang tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan maka bagaimana bisa dipersalah- 
kan bahwa dia telah sengaja memberikan pe- 
luang tindak pidana korupsi ? untuk itu dikata- 
kan memberikan peluang tapi kembali kepada 
apa motif yang ada dibalik memberi peluang 
tadi, apakah memang itu berhubungan dengan 
adanya motif untuk kemudian memperoleh ke- 
untungan di kemudian hari bagi yang bersang- 
kutan. Sebab pada pidana umum atau tindak 
pidana korupsi harus ada motif mutlak ada- 
nya.
13
 
Jika dalam tindak pidana korupsi ternya- 
ta kelalaian seseorang itu apakah dapat dihu- 
kum? tentu dalam merespon hal ini kalau yang 
bersangkutan dipersalahkan juga ini berarti 
bahwa kelalaian dapat di pidana dalam hal tin- 
dak pidana korupsi. Padahal unsur sikap batin 
jahat dengan kehendak atau niat kesengajaan 
tersebut harus bersinergi. Oleh sebab itu bisa 
dibandingkan dengan kasus Akbar Tandjung 
apakah dalam diri Akbar Tandjung ternyata 
ada motif? sehingga ketika pemeriksaan pada 
diri Akbar Tandjung tidak terdapat motif yang 
ditujukan kepada beliau maka beliau tidak bi- 
sa dipersalahkan atas terjadinya akibat terse- 
but. Dengan adanya motif ini apakah bisa di- 
maksudkan untuk menguntungkan orang lain ? 
pada dasarnya motif dimaksud ini harus dili- 
hat untuk diri sendiri juga walaupun bisa saja 
dalam hal-hal tertentu motif tersebut berkaitan 
dengan kepentingan orang lain, namun motif 
tersebut harus diuji apakah betul dengan ada- 
officio kepada panitia lainnya sehingga muncul 
perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana 
harus dilihat apakah memang ada motif untuk 
menguntungkan orang lain perlu ada konstruk- 
si ulang kerugian Negara tersebut. 
Terkait dengan dugaan tindak pidana ko- 
rupsi dalam pengadaan tanah untuk kepenti- 
ngan umum (TPU) Kotamadya maka teori 
Leonard J. Theberge bahwa faktor utama bagi 
hukum untuk dapat berperanan pembangunan 
ekonomi (pembangunan untuk kepentingan 
umum) adalah apakah hukum mampu mencip- 
takan “stability”, “predictability” dan “fair- 
ness”.14 
Stability berarti hukum dapat mengako- 
modir atau menyeimbangkan kepentingan-ke- 
pentingan yang bersaing dalam masyarakat. 
Predictability berarti bahwa hukum dapat 
membawa kepastian. Masyarakat dari awal bi- 
sa memperkirakan dari mula hukum akan me- 
lindungi hak-haknya dan membayangkan juga 
apa akibat dari langkah-langkah yang dilaku- 
kan. Selanjutnya fairness hukum harus mela- 
hirkan keadilan, memberikan kepastian mana 
yang benar dan yang salah. Tidak adanya kea- 
dilan dalam jangka panjang dapat mengakibat- 
kan Pemerintah kehilangan legitimasi. 
Dalam hubungannya dengan pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum (TPU) Kota- 
madya, hukum penting untuk menciptakan ke- 
tiga kualitas yang dimaksud oleh Leonard J. 
Theberge baik Pemerintah yang memerlukan 
tanah maupun pemilik tanah tempat dimana 
proyek pembangunan (TPU) Kotamadya akan 
dibangun harus mendapat kepastian akan usa- 
ha dan hak. Hukum juga harus mengakomodir 
dan mengimbangkan kepentingan pemerintah 
yang harus membangun prasarana TPU dan 
hak pemilik tanah yang akan diambil sehingga 
hukum ini berlaku adil kepada kedua belah pi- 
hak. 
 
Kesimpulan 
1. tanggung jawab panitia pengadaan tanah 
(P2T) untuk kepentingan umum (TPU) di 
Kotamadya berakhir setelah terjadi pelepa- 
san tanah dan pembebasan tanah atau pe- 
nyerahan hak dari pemegang hak atas ta- 
nah dengan pemberian ganti kerugian. Ke- 
nya pemberian keleluasaan ketua walikota  ex-    
14 Leonardo J. Theberge, “Law and Economic Develop- 
ment”, Journal International Law and Politic, vol. 9 
13 
Ibid (1980) hal. 232. 
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mudian dilanjutkan dengan membuat berita 
acara ganti kerugian dengan disaksikan se- 
luruh anggota P2T, selanjutnya diserahkan 
kepada instansi yang memerlukan tanah 
setelah itu tanggung jawab beralih kepada 
Instansi yang memerlukan tanah untuk me- 
lakukan penguasaan dan pemeliharaan ta- 
nah. 
2. Dugaan tindak pidana korupsi berupa keru- 
gian keuangan Negara pada waktu pengua- 
saan, pengurusan tanah oleh Walikota pada 
saat dan dalam keadaan dalam darurat sipil 
di provinsi tentunya tidak bisa dikatakan 
melakukan tindak pidana korupsi. 
 
Saran 
1. Perlu ada konstruksi ulang kekerugianan 
Negara dalam pengadaan tanah untuk ke- 
pentingan umum pembangunan (TPU) Ko- 
tamadya mengingat pencatatan tanah 
(TPU) Gunung Nona sudah dimasukan 
dalam daftar asset daerah tahun 2014. 
2. Perlu penegakan hukum yang objektif de- 
ngan mentaati peraturan perundang-unda- 
ngan yang berlaku, khususnya aturan-atu- 
ran mengenai pengadaan tanah. 
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